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MOTTO

Hidup adalah kegelapan jiEJa tanpa hasrat Reinginan
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Dan pengetakiuan adalah hampa jika tidaf diikuti pelajaran
Dan setiap pelajaran akan sia-sia jika tidak disertai cinta

(Kahlil Gibran)

Seorang manusia harus cukup rendah hati untuk mengakui Resilapannya,
CuRup bijak untuk mengambil manfaat dari pada kKegagalannya

Dan cukup berani untuk membetulkan Resilapannya.
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ABSTRAK

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan
lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan
Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan membentuk suatu keluarga yang sakinah
mawaddah warramah akan tercapai apabila memenuhi beberapa syarat yang telah
ditentukan, baik syarat materi’il maupun formil.

Indonesia adalah Negara hukum, perkawinan bagi orang Islam telah diatur
dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan
tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat
yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam itu, bisa dilindungi dart
adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang yang tidak bertanggung jawab.
Misalnya sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran akad nikah oleh seorang
suami di belakang hari, dan sebagainya. Namun dalam perkembangannya
perkawinan banyak yang tidak dicatatakan. Perkawinan yang tidak dicatakan
kepada Pegawai Pencatat Nikah perkawinan ini disebut dengan perkawinan bawah
tangan. Sebagai akibatnya perkawinan bawah tidak mempunyai kekuatan hukum.
Untuk mendapatkan kekuatan hukum dari perkawinan bawah tangan tersebut
dapat dilakukan dengan jalan isbat nikah.

Isbat nikah atau Pengesahan Nikah yang ditampung oleh Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989, terbatas pada alasan
perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan
Isbat nikah karena alasan-alasan lain tidak dimuat tapi tidak pula ada penjelasan
tentang ketidakbolehannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni Pasal 7 ayat
(2) dan (3), isbat nikah justru dimekarkan. Hal ini dilatarbelakangi oleh
banyaknya kasus yang timbul di masyarakat Islam, tapi tidak dapat ditampung
hanya oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No 7 Tahun
1989. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2)
disebutkan: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah,
dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Pada ayat (3) disebutkan:
Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal
yang berkenan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian
perceraian. b. Hilangnya Akta Nikah. c. Adanya keraguan tentang sah atau
tidaknya salah satu syarat perkawinan. d. Adanya perkawinan yang terjadi
sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. e. Perkawinan yang
dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut
Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Ketidakjelasan aturan tentang isbat nikah bagi perkawinan bawah tangan
pasca Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Undang-undang perkawinan
maupun Undang-undang Peradilan Agama serta di Pengadila Agama Bantul
pernah ada penetapan permohonan isbat nikah bagi perkawinan bawah tangan
pasca Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dari sinilah penyusun tertarik untuk
melakukan penelitian terhadap sikap hakim Pengadilan Agama terhadap
Permohonan isbat nikah bagi perkawinan pasca Undang-undang No. 1 Tahun
1974, yang di dalamnya meneliti lebih dalam tentang sikap hakim menolak atau



menerima serta apa pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan dalam
memutus perkara tersebut.

Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Yaitu pendekatan
yang digunakan untuk mengetahui adanya norma hukum Islam dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berlaku di Pengadilan
Agama.

Hasil yang diperoleh dua. Pertama, hakim yang mengabulkan permohonan
ishbat nikah perkawinan bawah tangan dengan pertimbangan maslahah yang
ditimbulkan dengan terkabulkannya isbat nikah tersebut. Dasar hukum yang
digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan tersebut tidak
mempunyai halangan perkawinan, serta perkawinan tersebut sesuai syarat dan
rukun yang telah ditentukan oleh agama. Kedua, hakim yang menolak dengan
alasan perkawinan bawah tangan adalah perkawinan yang bermasalah sehingga
pemohon tidak dapat melengkapai syarat administrasi yang diperlukan dalam
perkawinan. Maka jika syarat administrasi yang telah ditentukan tidak dapat
dipenuhi oleh pemohon maka berakibat hilangnya kewajiban Pegawai Pencatat
Nikah untuk mencatatkan perkawinan tersebut, demikian juga permohonan
Isbamya ditolak.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini
‘menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
! Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& Sa’ S Es (titik di atas)
z Jim J Je
z Ha H Ha (titik (ii bawah)
I Kha Kh Ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal 7 Zet (titik di atas)
J Ra’ R Er
J Zai Z Zet
e Sin S Es
Ui Syin Sy Es dan Ye
ua Sad S Es (titik di bawah)

ix




ue Dad
b5 Ta
h Za
& ‘Ain
¢ Gain
- Fa’
3 Qaf
d Kaf
J Lam
¢ Mim
o Nun
3 Wau
-4 Ha’
2 Hamzah
& Ya

N =3 O

-

@

CE g Z2 Z - R OO 0m

o

De (titik di bawah)
Te (titik di bawah)
Zet (titik di bawah)
Koma terbalik (di atas)

Ge

Ef

Qi

Ka

El

Em -

En

We

Ha

Apostrof

Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan Syaddah ditulis rangkap.

Contoh: J 7 ditulis nazzala.

o4 ditulis bihinna.




C. Vokal Pendek

Fathah () ditulis a, Kasrah (___) ditulis i, dan Dammah ( ") ditulis u.

Contoh: & ditulis ahmada.
“sb, ditulis rafiga
e ditulis saluha.

D. Vokal Panjang
Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis i dan bunyi u panjang ditulis U,
masing-masing dengan tanda garis ( - ) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

Pt ditulis fala

2. Kasrah + Ya’ mati ditulis i
Glue  ditulis misag
3. Dammah + Wawu mati ditulis u

J el ditulis usn/

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya’ mati ditulis ai

S ditulis az Zuhaili

2. Fathah + Wawu mati ditulis aw
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Ssb  ditulis fawg

F. Ta’ Marbutah

Bila dimatikan ditulis “h”. Kata ini tidak berlaku terhadap kata ‘Arab yang sudah

diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila

dikehendaki lafaz aslinya.

Contoh : Agzst) Gl ditulis Bidayah al-Mujtahid

Apabila dihidupkan dibaca seperti Ta’ biasa.

Contoh : dgzst| 4l ditulis Bidayatul Mujtahid

G. Hamzah

1.

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang

mengiringinya.

o ditulis inna

Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (* ).

eby  ditulis wat’un

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis

sesuai dengan bunyi vokalnya.

s, ditulis raba’ib

Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang

apostrof (7).
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0 i ditulis ta’khuzuna.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf gamariyyah ditulis al.

5,20\ ditulis al-Bagarah.

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, maka aliftlam ditulis dengan huruf

syamsiyyah yang bersangkutan.

sV ditulis an-Nisa’.
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BAB1I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria cengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha
Esa.! Perkawinan dalam hukum perdata di Indonesia diartikan sebagai
pertalian yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seoarng
perempuan yang berlaku untuk waktu yang lama.? Dalam Hukum Islam
sendiri, perkawinan tidak hanya sekedar hubungan keperdataan yang
bersifat duniawi semata, tetapi juga mencakup hubungan lahir batin
dengan suatu nilai kesakralan tersendiri. Perpaduan unsur, lahir (jasmanti)
dan batin (rohani), dalam hal ini mempunyal peranan yang pent_ing dalam
upaya membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam ikatan
perkawinan yang suci dan kokoh.

Tujuan perkawinan membentuk suatu keluarga yang sakinah
mawaddah warrahmah akan tercapai apabila perkawinan itu memenuhi
beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik syarat yang telah diatur dalam
hukum islam (syarat materiil) maupun syarat formil yang berlaku di suatu

negara, termasuk Indonesia. Hukum positif yang ada dan berlaku sekarang

! Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

2 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. ke-17 (Jakarta: Intermasa, 1983), him. 23.
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ini adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hukum
Islam, untuk dapat melakukan perkawinan secara sah, tentu saja perlu
adanya kesesuaian antara rukun dengan syarat perkawinan yang diatur
oleh hukum Islam itu sendiri. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat
tersebut maka perkawinan dikatakan batal.?
Indonesia sebagai negara hukum, perkawinan bagi orang Islam
telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974. Menurut Pasal 1 ayat (1)
Undang—Undaﬁg No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir
dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) disebutkan bahwa
tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
Pencatatan yang disebutkan dalam ayat (2) tersebut merupakan upaya baru
yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan perkawinan, selain juga
untuk melindungi hak-hak suami isteri jika terjadi persengketaan. Upaya
hukum yang dilakukan pemerintah ini demi kemaslahatan bagi warganya.
Sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan kepada petugas yang
berwenang adalah perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum.
Namun dalam perkembangannya selanjutnya antara tuntutan
idealitas dan realitas selalu tidak beriringan. Ternyata masih banyak

perkawinan yang tidak dicatatkan, yang dalam istilahnya disebut dengan

3 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzab Syafi’i, Hanafl,
Maliki dan Hambali (Jakarta: Hida Karya Agung, 1991), him. 1.



nikah bawah tangan.4 Perkawinan bawah tangan oleh undang-undang
dianggap melanggar tertip administrasi dan hukum perkawinan di
Indonesia tidak mengakuinya.

Perkembangan selanjutnya perkawinan bawah tangan dapat
dijsbatkan ke Pengadilan Agama, yaitu penetapan sah secara hukum
melalui putusan Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang hanya sah
menurut hukum materi’il tetapi belum sah menurut hukum formil.
Penetapan sahnya perkawinan atau lebih dikenal dengan istilah isbat nikah
merupakan salah satu sengketa perkawinan yang merupakan kewenangan
Pengadilan Agama. Pada dasamnya kewenangan Pengadilan Agama
terhadap perkara jsbat nikah sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka
yang melakukan perkawinan bawah tangan sebelum berlakunya Undang-
undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam
penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 64
Undang-Undang No. 1 tahun 1974.° Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-
undang No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan
bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan antara lain tentang pernyataan tentang sahnya

4 «Nikah bawah tangan” didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dalam
melangsungkan perkawinan tidak dilakukan di depan pegawai pemerintah yang berwenang
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai akibatnya perkawinan tersebut
tidak tercatat dalam arsib resmi pemerintah dan tidak ada dokumen pemerintah. Konsekwensi
selanjutnya, perkawinan tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum, terutama ketika terjadi
penuntutan hak-hak bagi yang bersangkutan. Baca di Rofiqul Uman, Tinjouan Hukum Positif
Indonesia Aspek Hukum Nikah di Bawah Tangan, (Pelita., Senin 29 April 1996, Kolom 4-9) dalam
Gema cliping Service, Surabaya, Januari 1996, hlm.55.

5 Nasruddin Salim, “Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Yuridis,
Filosofis dan Sosiologis,” Mimbar Hukum, No. 62 Tahun XIV (September-Oktober 2002), hlm.
10.



perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Pasal 64

Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa: “Untuk perkawinan

dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi

sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan

lama, adalah sah. Yang dimaksud tentulah termasuk jsbat nikah.®

Kompilasi Hukum Islam aturan tentang isbat nkah lebih dimekarkan. Pasal

7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ishat nikah dapat

diajukan dengan syarat:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

2. Hilangnya akta nikah.

3. Adanya keraguan tentang sah atau tidak salah satu syarat perkawinan.

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang
No 1 Tahun 1974.

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974.

Dari syarat di atas secara tegas disebutkan bahwa isbat nikah
diajukan bagi pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-
undang No 1 tahun 1974. Jadi perkawinan bawah tangan yang dilakukan
setelah lahirnya Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang tidak mengandung

alasan alasan di atas tidak dapat diisbatkan.

¢ Damsyi Hanan, “Permsalahan Isbat Nikah (Kajian Terhadap Pasal 2 UU No. 1 Tahun
1974 dan Pasal 7 KHI), “Mimbar Hukum, No.31 Tahun VIII ( Maret-April 1997), him. 76.



Lembaga peradilan memegang peranan penting, sebab pengadilan
adalah tempat menyelesaikan setiap perkara yang diajukan baik perkara
voluntair maupun kontentius. Dalam lembaga tersebut hakimlah yang
mempunyai peranan paling besar dalam menentukan diterima atau
ditolaknya suatu perkara. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman
bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya.7

Melihat permasalahan di atas, penyusun bermaksud meneliti lebih
dalam dan memberikan analisis terhadap sikap hakim mengenai isbat
nikah dalam skripsi yang berjudul “SIKAP HAKIM PENGADILAN
AGAMA TERHADAP PERMOHONAN ISBAT NIKAH BAGI
PERKAWINAN PASCA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
(Studi di Pengadilan Agama Bantul).” Penyusun tertarik meneliti masalah
di atas dan yang dijadikan obyek penelitian adalah hakim Pengadilan
Agama Bantul karena di Pengadilan Agama Bantul pernah ada perkara
permohonan isbat nikah bagi perkawinan yang dilakukan setelah tahun
1974 sehingga penyusun merasa tertarik melakukan penelitian ini untuk
lebih mengetahui bagaimana sikap hakim Pengadilan Agama Bantul
terhadap permohonan isbat nikah bagi perkawinan yang dilakukan setelah

tahun 1974.

7 Undang-undang No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, pasal 2 ayat (1).



. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat
beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, antara lain:
1. Bagaimana sikap hakim Pengadilan Agama Bantul terhadap isbat nikah
bagi perkawinan pasca UU No. 1 tahun 1974?
2. Apa pertimbangan dan dasar hukum hakim menerima atau menolak
permohonan isbat n&kah perkawinan pasca Undang-undang No.l tahun

19747

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sikap hakim Pengadilan
Agama Bantul terhadap isbat nikah bagi perkawinan pasca Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974.
b. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan dan dasar
hukum hakim menerima permohonan isbat nikah bagi perkawinan
pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
2. Kegunaan Penelitian
a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan
sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada

umumnnya dan hukum keluarga di Indonesia pada khususnya.



b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi
hakim di lingkungan peradilan agama dalam pengambilan keputusan
dalam perkara permohonan isbat nikah bagi perkawinan pasca

Undang-undang No. 1 tahun 1974,

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap karya ilmiah yang penyusun
lakukan ada dua karya ilmiah yang membahas masalah isbat nikah. Pertama,
skripsi berjudul: isbat Nikah Studi Kasus terhadap Keputusan Pengadilan
Agama Sleman Tahun 2000-2002 oleh Muhammad Najib.® Skripsi ini
membahas tentang kasus isbat nikah yang terjadi di PA Sleman. Skripsi ini
menganalisis putusan permohonan jsbat nikah yang lebih cenderung
pembahasan isbat nikah pernikahan poligami dan bagaimana pembuktian yang
dilakukan oleh majlis hakim apakah sesuai dengan prosedur hukum acara
peradilan agama. Dan hasil dari penelitian ini bahwa pembuktian dalam
perkara permohonan isbat nikah perkawinan poligami tersebut majlis hakim
mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara
mengabulkan atau menclak permohonan isbat nikah yang diajukan
kepadanya. Dalam perkara pengajuan isbat nikah poligami pembuktiannya
juga mengenai syarat-syarat poligami apakah sudah dipenuhi dan sesuai

dengan undang-undang yang berlakﬁ. Pertimbangan majlis hakim dalam

® Muhammad Najib, Isbat Nikah Studi Kasus terhadap Keputusan Pengadilan Agama
Sleman, 2000-2002, skripsi ini tidak dipublikasikan, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.



menyelesaikan perkara isbat nikah poligami ialah berdasarkan pada keadilan
moral serta bersiafat menyelesaikan masalah demi kemaslahatan
(kemaslahatan pemohon, istri-istrinya dan anak-anaknya) dengan tetap
memperhatikan nilai-nilai agama, dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia.

Kedua skripsi yang berjudul /sbat Nikah dan Peluang terjadinya Nikah
Sirri (Studi  Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul) oleh
Harizan.’ Skripsi ini membahas tentang alasan dilakukannya nikah sirri,
pembuktian hakim dalam penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Bantul,
dan apakah ada motif menjadikan lembaga isbat nikah sebagai peluang
melakukan nikah sirri. Hasil dari skripsi ini bahwa pembuktian yang
dilakukan hakim di lingkungan Pengadilan Agama Bantul sudah sesuai
prosedur, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu penggunan pasal
164 HIR/pasal 284 R. Bg. Namun dalam putusan yang dianalisis patut ditinjau
ulang karena isbar nikah merupakan jalan keluar bagi mereka yang
membutuhkan. Penelitian terhadap tiga putusan perkara isbat nikah sirri
setelah tahun 1974 di Pengadilan Agama bantul, ternyata tidak terbukti adanya
peluang terjadinya nikah sirri dengan adanya isbar nikah. Dari ketiga kasus
permohonan isbat nikah, sesungguhnya tidak ada motif menjadikan isbat
nikah sebagai peluang untuk melakukan nikah sirri. Karena para pelaku nikah

sirri yang diteliti benar-benar tidak mengetahui tentang ishat nikah merupakan

® Harizan, Jsbat Nikah dan Peluang Terjadinya Nikah Sirri (Studi Analisis terhadap
Putusan Pengadilan Agama Bantul), skripsi ini tidak dipublikasikan, Fakultas Syari’ah Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004,



jalan keluar permasalahan bagi orang-orang yang terlanjur melakukan nikah
sirri, bukan sebagai jalan masuk yang dapat digunakan untuk melakukan nikah
sirri sekehendak hati.

Berdasarkan penelahan terhadap kedua karya tulis di atas, maka
penelitian yang penyusun lakukan dengan judul Sikap Hakim Pengadilan
Agama terhadap Permohonan Isbat Nikah bagi Perkawinan pasca Undang-
Undang No. 1 tahun 1974 (Studi di Pengadilan Agama Bantul) berbeda
dengan karya tulis yang sudah ada. Di sini penyusun akan meneliti sikap
hakim pengadilan Agama Bantul terhadap permohonan isbat nikah bagi
perkawinan pasca Unadang-Undang No 1 tahun 1974. Dalam penelitian ini
penyusun bermaksud mengetahui bagaimana hakim Pengadilan Agama Bantul
dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan yang
menikah setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1974, jika
menerima atau menolak apa yang menjadi pertimbangan dan dasar hokum
yang digunakan. Hal ini jelas berbeda dengan dua karya tulis di atas walau
salah satunya sama-sama di Pengadilan Bantul namun karya saudara Harizan
lebih menekankan pada alasan dilakukannya nikah sirri, apakah dengan
adanya isbat nikah akan memperbanyak praktek nikah sirri dengan kata lain

isbat nikah membuka peluang terjadinya nikah sirri.

Kerangka Teoretik
Pencatatan perkawinan jika kita lihat manfaat yang dapat diambil

berakibat turun menurun dan menghilangkan kerugian yang akan ditimbulkan
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sesuai dengan tujuan Allah menurunkan syariat yaitu tidaklah salah apabila
pemerintah membuat peraturan agar pencatatan perkawinan harus
dilaksanakan yang tidak lain juga untuk kemaslahatan rakyatnya dan menaati

pemerintah adalah diperintah oleh Allah sebagaimana firman Allah an-Nisa

ayat 59:

O 1 Sn o Ly S I gl 1 1 paol Vgl 01 T
psdly 05 =S 0L s N B A osspesd 3 el

Pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum dan menerangkan
bahwa perkawinan telah berlangsung yang tentunya akan dapat menjaga
kemungkinan madarat yang ditimbulkan di belakang hari yang tidak
dikehendaki karena tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini

sesuai dengan kaidah ushul figh:

11
J‘jﬁ )144)‘

Berdasarkan pada kemaslahatan dan demi kemaslahatan, suatu
perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau meninggalkan ketentuan
prosedur dan administrasi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan dapat dimintakan akta nikah ke Pengadilan Agama.

' An-Nisa’ (4) : 59

1 'Abdul Wahab bin ‘Ali ibn al-Kafi al-Subhi, al-Asbah wa al-Nazair, cet. ke-1
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991), him. 4.
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Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan
tidak diatur secara jelas tentang pencatatan perkawinan. Dalam undang-
undang No. 1 tahun 1974 masalah pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal
2. Pemberlakuan hukum masalah pencatatan perkawinan sebagai sarana untuk
mencapai tujuan tertentu karena secara teknis hukum dapat memberikan atau
melakukan hal-hal sebagai berikut: 12
1. Hukum merupakan sarana menjamin kepastian dan memberikan
prediktabilitas di dalam kehidupan masyarakat.

2. Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menerapkan sanksi

3. Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-
sumber daya.

4. Hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia
dan ketertiban masyarakat.13

Setiap hukum yang mengatur tata kehidupan manusia di dalamnya
selalu terkandung 3 unsur yang merupakan satu kesatuan, tetapi ketiganya
memiliki konsekuensi atau akibat hukum yang tidak sama bobotnya, termasuk
di dalamnya peristiwa perkawinan, yaitu:'*

1. Hukum materi’il ialah bahwa setiap pernikahan harus dilakukan sesuai

dengan dan tidak boleh melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana

12 Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijaksanaan publik (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),
him. 76.

1B Sudukno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Y ogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 11.

* Mukti Arto, “Amar Eksekutoral putusan Pengadilan Agama yang pelaksaannya secara
administrative menjadi wewenang dan tanggung jawab instansi/ lembaga lain”, makalah
disampaikan pada diskusi dan temu karya diselenggarakan di Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta,
13 Oktober 2001, him. 2-3.
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ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.l tahun 1974, bahwa
perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaan. Dalam konteks perkawinan Islam,
perkawinan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Selain itu hukum
Islam juga menentukan larangan perkawinan.

2. Hukum formil, (prosedur) ialah pernikahan harus mengikuti prosedur dan
tata acara perkawinan yang telah ditentukan oleh peraturan, yakni
pernikahan harus dilakukan dihadapan PPN sebagai instansi yang bertugas
dan berwenang mengawasi, membantu pernikahan.

3. Hukum administrasi, ialah sebagai bukti adanya pernikahan yang sah,
maka PPN mencatat pernikahan tersebut dalam buku akta nikahnya untuk
suami istri yang bersangkutan, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-undang
No.1 tahun 1974 bahwa secara normatif perkawinan harus dicatat.

Masyarakat dalam kehidupannya antar manusia memerlukan suatu
mekanisme pengendalian sosial agar sesuatu berjalan tertib. Mekanisme
pengendalian sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan
proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa
para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah dan nilai-nilai
kehidupan masyarakat yang bersangkutan.15 Tujuan hukum dan undang-

undang adalah mewujudkan ketertiban/kepastian hukum.'® Hukum sebagai

13 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2002), him. 60.

' Bismar Siregar, Hakim dan Keadilan Tuhan (Jakarta: Gema Insani, 1995), him. 28.
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suatu alat untuk mengubah masyarakat (agent of change).l 7 Undang-undang
No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No. 2
tahun 1986 tentang Peradilan Umum di dalam dasar pertimbangannya
disebutkan bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin
persamaan kedudukan wargé negara daiam hukum, diperlukan upaya untuk
menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang
mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. Kompilasi ‘Hukum
Islam Pasal 7 menjelaskan bahwa:
(a) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh
Pegawai Pencatat Nikah.
(b) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan denga akta nikahnya, dapat
diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.. |
(c) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai hal-hal
yang berkenaan dengan:
(1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
(2) Hilangnya akta nikah.
(3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan.
(4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang
No. 1 Tahun 1974.
Keterangan di atas jelas, bahwa ishat nikah diberikan kepada

perkawinan yang terjadi sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun

7 Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, him. 107.
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A1974. Perkawinan bawah tangan menimbulkan persoalan yang dilematis.
Disatu pihak perkawinan bawah tangan yang dilakukan menurut syariat sudah
sah menurut agama di lain pihak perkawinan itu belum sah menurut Undang-
undang yang berlaku di Indonesia.

Perkembangan selanjutnya perkawinan ini seperti memunculkan
dualisme hokum, karena orang beranggapan perikahan bawah tangan sah
menurut agama, namun belun sah menurut negara. Padahal kita hidup di suatu
negara yang telah ada undang-undang yang mengatur perkawinan bagi
rakyatnya. Jadi tidak ada perkawinan sah menurut agama maupun negara.
Negara tidak terpisah dengan agama, dan mereka satu kesatuan. Isbat nikah
pada hakekatnya suatu cara untuk melegalkan suatu perkawinan yang telah
dilaksanakan sebelumnya agar memperoleh kepastian hukum dan
mendapatkan perlindungan hukum bagi pasangan suami isteri beserta anak-
anaknya. Namun dengan isbat nikah pula akan semakin banyak praktek
perkawinan bawah tangan yang terjadi di masyarakat karena mercka
beranggapan nikah mercka akan bisa disahkan dengan permohonan isbat
nikah dan akan mendapatkan akta nikah dari Kantor Urusan Agama dan akan
semakin banyak praktek perkawinan bawah -tangan untuk menghindari
prosedur pelaksanaannya karena perkawinan itu mempunyai halangan untuk
dapat dilaksanakan dalam artian belum lengkap syarat dan rukunnya, misalnya

perkawinan yang tidak direstui orang tua maupun praktek poligami liar.

Isbat nikah adalah salah satu perkara yang menjadi wewenang

Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk
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menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-

cara yang diatur dalam hukum acara peradilan agama.18 Pasal 14 Undang-

undang No. 14 tahun 1976 dapat disimpulkan bahwa:'’

1. Hakim harus memutus perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan
Undang-undang.

2. Kalau hal-hal yang akan diputuskan itu tidak ditemukan dalam Undang-
undang, maka hakim dapat memutus berdasarkan hukum tidak tertulis.

3. Kalau hal-hal yang akan diputuskan tidak ditemukan dalam Undang-
undang dan hukum tertulis, maka hakim dapat memutuskan berdasarkan
kebijaksanaanya.

Hakim harus mengadili menurut hukum, putusannya harus berdasarkan
hukum, harus mengandung atau menjamin kepastian hukum, tidak jarang
kepastian hukum bertentangan dengan keadilan.”Hukumnya demikian
bunyinya, maka harus dijalankan ( kepastian hukum )”, tetapi kalau dijalankan
dalam keadaan tertentu akan dirasakan tidak adil (lex dura sed tamen
scripz‘a).20 Hukum adalah hukum karena maunya adil 2hamun adil atau tidak
adilnya hukum ditentukan oleh sikap yang kita ambil terhadap hubungan

antara hukum dan keadilan.**Dalam mengadili suatu perkara hakim harus:*

'® Ibid., hlm. 29.
19 Abdullah Sani, Hakim dan Keadilan Hukum (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), him. 87.
2 —Qudikno Mertokusumo; Penemuan-Hukum-(Yogyakarta:liberty; 2004, hlm- 92—

2 Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban Yang Adil: Problematik Filsafat Hukum
(Jakarta: Grasindo, 1999), him. 133.

22 1bid., him. 131.
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1. Mengkontatir yaitu membuktikan benar atau tidak fakta uang diajukan
para pihak dalam tahap pembuktian melalui alat bukti yang sah.

2. Mengkualifisir yaitu menilai fakta yang telah terbukti tersebut kemudian
mencari hubungan hukum dan menemukan hukumnya.

3. Mengkontituir, yaitu menetapkan hukunya dan dituangkan dalam amar

putusan.

F. Metode Penelitaian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field
research), dengan mengambil obyek penelitian di Pengadilan Agama
Bantul.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian diskriptif
analitik, yaitu mengumpulkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh
dan menganalisanya.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah
pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang
didasarkan pada norma hukum dan peraturan perundangan.yang berlaku,

khususnya perundangan yang berlaku di Pengadilan Agama. Adapun

2 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, him. 32.
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pendekatan normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada norma
hukum Islam.

4. Populasi dan Sampel
Dalam sebuah penelitian, penarikan sampel bertujuan untuk
menemukan generalisasi yang berlaku secara umum. Sampel diperlukan
ketika populasi yang ada sebagai subyek penelitian berjumlah sangat besar
sehingga tidak memungkinkan untuk menjadikan semua populasi yang ada
sebagai subyek penelitian, maka populasi yang memenuhi kriteria tersebut
yaitu hakim yang ada di Pengadilan Agama Bantul.
5. Teknik Pengumpulan Data
Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini digali melalui
usaha-usaha:
a. Wawancara
Suatu metode pengumpulan data dengan cara bertanya lansung kepada
responden untuk mendapatkan informasi dan dilakukan secara deep
interview (wawancara mendalam).”* Dalam kaitan ini penyusun
melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bantul,
wawancara dilakukan melalui pedoman wawancara (interview guide).
b. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data dengan melihat literatur yang berhubungan

dengan permasalahan, yang meliputi putusan permohonan isbat nikah

dan buku-buku.

 Masri Sangarimbun dan Sofian Efendi (ed), Metodologi Penelitian Survei (Jakarta:
LP3ES, 1989), him. 192.
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6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan
interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Ahalisis data dilakukan
dengan metode kualitatif. Artinya analisis tersebut ditujukan terhadap
data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat fakta atau
gejala yang benar-benar berlaku.”® Dengan menggunakan cara berfikir
induktif, yaitu cara penalaran yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang
khusus dari peristiwa yang konkrit, kemudian digeneralisasikan sehingga
menghasilkan kesimpulan umum. Metode ini digunakan untuk mengambil
kesimpulan yang sifatnya individual, yakni tentang sikap hakim
Pengadilan Agama Bantul tentang permohonan isbat nikah bagi

perkawinan pasca Undang-undang No. 1 tahun 1974.

G. Sistematika Pembahasan
Penyusun dalam skripsi ini menggunakan pokok-pokok pembahasan
yang mempunyai keterkaitan antara pembahasan satu dengan yang lain untuk
mgnghasilkan pembahasan yang runtut. Sehingga dalam penyusunannya
dibagi beberapa bab, yang setiap bab terdiri dari sub bab, Adapun
perinciannya sebagai berikut:
Bab pertama merupakan pendahuluan, yang menguraikan secara garis

besar isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah,

% Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi llmu Hukum (Bandung:
Mandar Maju, 1995), him. 99.
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tuyjuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum seputar perkawinan dan ishar
nikah. Bab ini ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berbicara tentang
perwinan yang meliputi perkawinan menurut hukum Islam, perkawinan
menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974. Sub bab kedua berbicara masalah
isbat nikah yang meliputi pengertian dan dasar hukum isbat nikah.

Bab ketiga terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama mendiskripsikan
tentang gambaran umum Pengadilan Agama Bantul, karena ini digunakan
untuk mengenal lebih dekat penagadilan di mana hakimnya sebagai subyek
dalam penelitian ini. Sub bab kedua mendiskrpsikan data yang diperoleh dari
hasil wawancara terhadap hakim di Pengadilan Agama Bantul tentang sikap
hakim Pengadilan Agama Bantul tentang permohonan ishar nikah bagi
perkawinan pasca Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan alasan hakim
menerima permohonan isbat nikah bagi perkawinan pasca Undang-Undang
No. 1 tahun 1974.

Bab empat merupakan analisis tentang analisis sikap hakim Pengadilan
Agama Bantul terhadap permonan isbat nikah bagi perwinan pasca
dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pertimbangan serta
dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutus perkara isbat nikah

perkawinan pasca Undang-undang No. 1 tahun 1974 baik menerima atau

menolak permohonan isbat nikah tersebut.
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Akhirnya kesimpulan dan saran-saran yang di tuangkan dalam bab

kelima, yang merupakan penutup seluruh rangkaian pembahasan.




R




BABV

PENUTUP

- A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penyusun kemukakan mengenai
sikap hakim Pengadilan Agama Bantul maka dapat disimpulkan:

1. Dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan  isbat - nikah
tergantung oleh kebijakan hakimAitu (lebih bersifat kasuistik), karena
hakim dalam memutus suatu perkara mengacu pada hukum tertulis
maupun tidak terulis, bila tidak ada maka diputus berdasarkan
kebijaksanaannya.

2. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan isbat nikah karena
bahwasannya perkawinan itu telah dilaksanakan sesuai rukun dan
syarat yang ditentukan oleh agama dan juga memandang maslahah
yang yang ditimbulkan dari terkabulkannya isbat nikah. Dasar
Hukum yang dipakai adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat
(3). Pertimbangan hakim menolak permohonan isbat nikah karena
pada dasarnya pernikahan bawah tangan ada masalah di dalamnya
sehingga syarat administrasi yang diperlukan sebelum perkawinan
dilaksakan di depan Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat dipenuhi
oleh para pemohon Jjsbat nikah schingga hal tersebut akan
menghilangkan kewajiban Pegawai Pencatat Nikah untﬁk

mencatatkan perkawinannya. Dasar hukumnya Pasal 3 PP. No. 9

75
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Tahun 1975. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
telah mengatur tentang pencatatan perkawinan. Pencacatan
perkawinan merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan
dari rukun dan syarat perkawinan yang telah di atur dalam undang-
undang perkawinan. Sehingga perkawinan -yang tidak dicatatkan
melanggar undang-undang perkawinan dan perkawinannya tidak

berkekuatan hukum.

B. Saran-saran

1.

Hendaknya dalam memutus perkara ishat nikah bagi perkawinan
bawah tangan pasca Undang-undang No. 1 tahun 1974 sangat
diperketat, mengingat perkawinan tersebut setelah adanya Undang-
undang No. 1 tahun 1974 tidak diakui oleh hukum( tidak mempunyai
kekuatan hukum), sehingga orang tidak begitu mudahnya mengabaikan
pencatatan perkawinan.

Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia disosialisasikan oleh
pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama agar
praktek perkawinan bawah tangan berkurang dan permohonan isbat
nikah hanya bagi mereka yang melakukan perkawinan sebelum

berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
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